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Abstract

THP (Penal Code Of Indonesia) is a positive Indonesian criminal law veguedation which in its history, cane
Sfrone the Wetboek van Strafrecht veor Nederlandsch Tndie (WoSINI) wihich contains about the aimes against
the seenrity of the state as regulated in the sub first chapter of the KUHP dself. Van Toelichting’s Mensorie
mentioned that freason is a translation of the Aanslag, which, if paired into Englisly, can be interpreted as an
attewpt or attack. According to 87th Artide of the Criminal Code, if freason has commenced according fo
Artide 53th of the Criminal Code (Trial), on the other band, there is a Thel 945 Constitution which is a
Grundnorsnz that gnarantees the freedom tfo express gpinions that publicly as in 28th E Article, 3rd
paragraph. And also, regulated explicitly in 39th Law Nuweber, the year 1999 about expressing opinions in
pablic, so if referving fo freason as an experiment as Articde 53 of the Criminal Code, it wonld prevent
anyeie from criticizing by commimicating and issuing gpinions. If the notice was addressed to the government
by saying the current government is nof good and neust be replaced, the presence of the 87th Artick about the
Crininal Code certainly experiments intention. ~And the crimes against state seavrity are also referred to as
political offenses, to determine the suspects in this political offénse, an in-depth study must be carried aut, so
this is the reason why the writing & carried ont. The fypology of the research wsed is the wormative furidical
(doctrinal) library nrethod. So fn this study, we can see whether it & appropriate if the criminal affense of this
treason can be applied as the 87th Artide about Criminal Code withaut inferpreting the betrayal as an
aanislag or attewpt or an attack connected fo the excictence of Guarantees in Delivering Opinions.
Keywords: The Freedom in Delivering Opinions, Treason, Aanslag.

Abstrak

KUHP yang merupakan peraturan bukum pfna positif Indosesia yang dalam sefarabnya berasal dari
Wethoek van Strafrecht voor Nederiandseh Indie (WeSNI) dimana didalamnya termuat kefahatan
terbadap keamanan negara yang diatur dalan Sub BAB I bukn Kedwa KUHP. Didalans smenrorie van
toclichting disebutkan makar mernpakan lerjemahan dari Aansiag yang jika dipadankan Eedalon bahasa
Tngris dapat diartiban Atewpt atan sebagi Serangan. Menurut pasal §7 KUHP adalal apabila telah
dinmilainya perbuatan makar sebapainana mennmt pasal 53 KUHP (Percobaan), disisi lain ferdapat
UUD 1945 yang merupakan Grunduory yang menjamin kebebasan menyanipatakan pendapat dimuka
st termaktul dalawe Pasal 285 ayat 3, dan fuga diatur secara spesifik dalame UU Nowor 39 Tabun
1999 tentans menyampaikan pendapat disika i, sehingia fika meruiuk wakar sebagal snatu
percobaan sebagaiviana Pasal 53 KUHP, akan menghambat sefiqp orang nnfuk meengkritisi desgan
menyatakan dan mengelearkan pendapat, jika pendapat fersebut ditufukan kepada pemerintab dengan
sengatakan pemerintal saat ind tidak baik dan harus diganti, dengan kehadivan Pasal §7 KUHP tentu
menfadikan percobaan dalame niat. Dan kefabatan terhadah Beamanan negara fupa disebut sebagai delik
politik, fentu wntuk menetaplan lersangha dalaw delik politik ini barus dilakukan Eajian mendatans,
saka wnlnk ity penwlisan ind dilakukan pendekatan Tipologi penelitian yang digunakan adalal metode
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner). Sehingga kafian ini dapat melibat apakab tepat
Jjika tindak pidana makar ini dapat diterapkan sebapainana Pasal 87 KUHP fanpa mengartiban makar
fersebut sebagai aanslap atan Atempt taw serangan dibwbungkan  dengan adanya Jawinan dalam
Kebebasan Menyampaikan Pendapat.

Kata Kunci: Kemerdekaan Menvampaikan Pendapat, Makar, Aanslag.

Eko Permana Putra P 205 Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris...
i/ { efournal iainbukictinggi.ac.id/ index. php falhurriyah findes




ALHURRIYAH : Jurnal Hukmﬂﬁam

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30
Notaris, pengertian notaris disebutkan dalam
Pasal 1 ayat (1): "Notaris adalah Pejabat

Umum yang b erwenang mem buat akta otentik

tahun 2004 tentang Jabatan

dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004
Notaris”.

Pada tahun 2004 dibentuklah Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 rtentanpg
Jabatan Notaris (sebagai pengpanti Staatbald
1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

tentang  Jabatan

2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya
dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-
Undang Jabatan Notaris (UUJN).

didalam UUJN

secara tepas dinyatakan bahwa kewenangan

Pengertian notaris

notaris untuk membuat akta otentik. Dalam
melaksanakan tupas jabatan sebagai notaris,
secara langsung melekatlah sebuah tangpung
jawab yang berkenaan dengan alat bukd yanp
dapat menentukan dengan jelas hak dan
kewajiban seseorang sebapai subjek hukum.
Melalui kewenangan rersebut notaris dapat
memberikan  pelayanan  hukum  dengan
harapan kepastian hukum bagi masyarakat.
Notaris merupakan salah satu profesi
yang ikut berperan aktif dalam mendukung
proses penegakan hukum di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui akta
Kedudukan akta

otentik tersebut terpambar dalam pasal 1868

otentik  yang  dibuatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
betbunyi sebagai berikut :“suatu akea otentk
adalah suatu akta yang dalam bentuknya
ditentukan  Undang-Undang, yang dibuat
oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum
yang betkuasa untuk ditempat dimana akea

dibuatnya”

Eko Permana Putra P
18

elS5N: 2549-41958
pISSN: 2549-3509

Vol. 04., No. 02, Juli-Desember 2013

Notaris sebapai pejabar publik yang
mempunyai wewenang untuk membuat akta
otentik  dapat

menjawab  kebutuhan dan

kepentingan  masyarakat  akan  kepastian
hukum, sebagaimana yang tertuang didalam
petjanjian, perkatan dan kesepakatan yang
dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta
otentik. Pembuatan akta otentik sebagai alat
bukti yang sempurna dan tidak diperlukan lagi
alat bukt lain untuk memperkuat dalil-dali
dalam suatu kasus hukum.

Akta otentik rterdiri dari minuta akta
dan salinan akta. Minuta akra disimpan oleh
Notaris yang merupakan bagian dard protokol
Notaris yang harus disimpan dan dipelihara
oleh notaris karena merupakan arsip negara.
Pasal 1 angka 8 UUIN disebutkan bahwa
“Akta otentik yang disimpan sebagai protokol
notans adalah minuta akta yaitu asli akta yang
mencantumkan tanda tangan para penghadap,
saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai
bagian dari protokol notaris.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13
UUJN disebutkan bahwa “Protokol notaris
adalah kumpulan dokumen yang merupakan
arsip nepara  vang harus  disimpan  dan
oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan®.

Menurut Habib Adjie dalam salah satu

dipelihara notaris  sesual  dengan

bukunya menyebutkan bahwa “penyimpanan
oleh pemegang

merupakan untuk

protokol  notaris notaris

protokol suatu  upaya
menjaga umur yuridis akea notaris sebagai alat
bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli
warisnya tentang segala hal yang termuat
Akta

selamanya

dalam akta tersebut. notaris  dalam

bentuk
disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam

salinan akan ada jika
bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu
yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh
Majelis

notaris

notatis  pemegang  protokol  atau

Daerah.
meninggal dunia tetapi akta notatis akan tetap

Pengawas Meskipun
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ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi
umut biologis Notaris,””'

Mengenai penyerahan protokol notaris
diatur dalam Pasal 63 Undang-undang No. 2
'ahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

1. Penyemhan  protokol  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling
lama 30 (tiga pulub)
pembuatan  berita

Protokol Notaris yang ditandatangani oleh

hari  dengan

acara  penyerahan
yang menyerahkan dan yang menerima
Protokol Notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 humf a, penyerahan
Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris
Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk
oleh Majelis Pengawas Daerah.

3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan
Protokol Notans dilakukan oleh Notaris
kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh
Majelis Daerah jika
pemberhentian sementara lebih dari 3
(tiga) bulan.

4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 62 huruf b, huruf ¢, huruf d,
huraf f, arau huruf h, penyerahan
Protokol Notans dilakukan oleh Notaris
kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh

usul Majelis

Pengawas

Menteri
Daerah.
5. Protwokol Notaris dari Notaris lain yanp

atas Pengawas

pada waktu penyerahan berumur 25 (dua
puluh lima) tahun atau lebih diserahkan
oleh Notaris penerima Protokol Notaris
kepada Majelis Pengawas Daerah.

6. Dalam hal Protokol Notaris tidak
diserahkan dalam jangka wabtu 30 (tiga
puluh) hari sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah
berwenang untuk mengambil Protokol
Notaris.

I, Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Adwinistratif

Terbadap Notarie Sebagai Pejabar Pubiik, (Bandung: Refika
Aditama, 2009, 45,
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Notaris penerima protokol bukanlah
pembuat akta dari protokol Notaris yang

diserahkan  kepadanya. Notaris penetima
protokol  dapat  memberikan  pelayanan
terhadap klien/masyarakat dengan

mengeluarkan prosse akta, salinan akta, dan
kutipan akta ari minuta akta yang menjadi
bagian dari protokol Notaris yang telah
diserahkan kepadanya. Pasal 65 UUJNP
menyatakan bahwa: Notaris, Nortaris
Pengpanti, dan Pejabar Sementara Notaris
bertangpung jawab atas setiap Akta yang
dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah
diserahkan atau dipindahkan kepada pihak
penyimpan Protokol Notaris,

Notaris penerima protokol notaris lain
tdak
bertangpung jawab terhadap is1 akta dar

berkewajiban menyimpan akta  ini
protokol Notaris yang diterimanya. Notaris

berkewajiban  secara  langsung  terhadap
protokol Notaris. Kenyataannya di masyarakat
saat ini tidak semua Notars bisa memahami
prosedur penyerahan protokol Notaris dan
mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan
protokol Notaris kepada Notaris yang telah
ditunjuk  oleh Majelis Daerah

(selanjutnya disebut MPD) untuk menerima

Pengawas

peralihan  protokol Notaris. Notaris  yang
ditunjuk sebapai penerima protokol Noraris
harus menyimpan dan memelihara protokol
Notaris dengan baik selayaknya arsip Nepara.
Apabila kemudian hari terdapat senpketa
maupun yang berhubungan dengan protokol
Notaris yang telah diserahkan kepada Notaris
penerima  protokol Notaris, maka Notaris
penerima protokol harus berhadapan dengan
aparat penegak hukum.

Meninggalnya seorang Notaris, selain
meninggalkan  masalah-masalah  mengenai
pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan
meninggalkan permasalahan lainnya terkait
dengan protokol Notaris. Notaris penetima
protokol Notaris bukanlah pembuat akta dari
protokol Notaris yang diserahkan kepadanya.

Notaris penerima protokol dap at memberikan

Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris...
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pelayanan  terhadap klien atau masyarakat
dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta
dan  kutipan akta d minuta akta yang
menjadi bagian dari protokol Notaris yang
telah diserahkan kepadanya.

Oleh karena itu notaris penerima

protokol sangat petlu mendapatkan
petindungan hukum sesuai kewenangan yang
diper{:—leh Nortaris. Berdasarkan uraian latar
belakang, penelitian berfokus kepada kajian
aatus hukum

Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol

tentang  Kedudukan dan
Notaris yang Meninggal Dunia. Fokusnya
adalah untuk mengkaji bapaimana kedudukan
hukum notaris penerima protokol atas notaris
yang dan

tangpung jawab notaris penerima protokol atas

meninggal  dunia bagaimana

notaris yang meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif yaitu yang penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum, terhadap
taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah
hukum dan penelitian perbandingan hukum.
Jenis penelitian normatif atau metode Fbrary
reseach  (penelitian  kepustakaan). Penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara menelit
bahan pustaka atau data sekunder.’

Sumber data dalam penelitian berasal
dari penelitian kepustakaan (fbrary researah) dan
penelitian lapangan (field research). Data/bahan
hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
dapat memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer, yang dapat berupa rancangan
perundang-undangan, hasil penelitian, buku-
buku teks jurnal ilmiah, surat kabar (Koran),
pamphlet, lefleat, brosur, dan berita internet.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi

data sekunder dan data primer, dengan lebih

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dwafisme
Penelitian Hrkam  Nomwatif dan Empivs, (Yogyakarea:
Pusraka Pelajar, 20107, 153

 Bambang Waluvo, Penelitian  Hukam  datanr
Prakiek, (Jakarra: Sinar Grafika, 2002), 13-14,
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mendalam  ditujukan  pada data  sekunder.
Untuk kebutuhan data sekunder diperoleh
dari:

a. Peraturan Perundang-Undangan

b. Buku-buku, artikel dan jurnal hukum

c. Situs internet/ website,

Bahan hukum dikumpulkan melalui

prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi
peraturan perundang-undangan, serta
klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum

sesual permasalahan penelitian. Oleh karena
itu, teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan srudi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan
dengan cara membaca, menelaah, mencatat
membuatulasan bahan-bahan pustaka yang ada
kaitannya dengan protokol notaris atas notaris
yang meninggal dunia.

Pada
pengolahan

hukum
dilakukan

mensistematika terhadap bahan-bahan hukum

penelitian normatif,

data dengan

tertulis.  Sistematisasi  berarati  membuat

klasifikasi

tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis

tethadap  bahan-bahan  hukum
dan konstruksi."

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis
data penelitian hukum normarif dengan cara
data yang diperoleh di analisis secara deskriptif
kualitatif yaitu analisa rerhadap dara yang ridak
bisa dihitung. Bahan hukumyang diperoleh
dilakukan

pemernksaan dan pengelompokan ke dalam

selanjutnya pembahasan,

bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi

data informasi.

KEDUDUKAN NOTARIS PENERIMA

PROTOKOL NOTARIS YANG
MEN IE; GAL DUNIA
Jabatan  notatis diadakan  atau

kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk melayani masyarakat
yang memburuhkan alac bukt rertulis yang

¥ Socrjono Sockanto & Sri Mamudji, Penelitian
Huckwm  Noowatdf, Swatw  Tigfawan  Singéat, (Jakarra:
Rajawali, 1985), 251-252
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bersifat otentik menpenal keadaan, peristiwa,
atau  perbuatan  hukum, Dengan  dasar
tersebut, mereka yang diangkat sebagai notaris
harus mempunyal semangat untuk melayani
masyarakat, dan atas pelayanan tersebur,
masyarakat yang telah merasa dilayani oleh
notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat
memberikan honorarium kepada notaris, oleh
karena itu notaris tidak berart apa-apa jika
masyarakat tidak membutuhkannya.®

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan
nepara maka yang diterima oleh notaris dalam
kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi),
karena menjalankan jabatan sepert itu, maka
notaris memakai lambang nepar, yaitu Burung
Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut,
maka dapat dikatakan notaris menjalankan
sebagian kekuasaan negara dalam bidang
hukum  perdata, yaitu untuk  melayani
kepentingan rakyat yang memerlukan bukd
atau dokumen hukum berbentuk akta otentk
yang diakui oleh nepara sebagai bukd yang
sempurna.  Sebagai  pejabat umum  notaris
mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai
petpanjangan tangan dar Pemerintah dalam
bidang hukum perdata yaitu pembuaran akra
otentik puna tercapainya kepastian hukum,

Kedudukan

penerima  protokol terhadap Notaris  yang

Hukum bagi Noraris
meningpal dunia, Notaris cuti maupun notaris
vang purna bakd tdak membebaskan notaris
dari tangpung jawabnya terhadap akta yang
telah dibuatnya. Notaris penerima protokol
hanya menerma dan menyimpan protokol
protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi
tersebur,

pemasalahan terhadap akta-akta

maka yang bertanggpung jawab tetap notaris
yang  bersangkutan dan  bukan notaris
penerima protokol.

Kedudukan Hukum Notaris sebagai
Pejabat Umum adalah merupakan  Organ

Negara yang mendapat limpahan bagian dari

%, Habib Adjie, Samks Perdata. .., 27.
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tupas dan kewenanpan Nepara yaitu berupa
tugas kewajiban, wewenang dan tanppung
jawab dalam rangka pemberian pelayanan
dibidang

keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan

kepada umum

masyarakat

peresmian akta,

Sebagai pejabat umum yang
merupakan wakil dari pemerintah, notaris
memiliki kewenangan sehagajmana

berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1
ayat 3 UUIN-P. Selain  memiliki

kewenangan, notaris juga memiliki pembatasan

hingga

kewenangan yang didasarkan pada keadaan
tertentu, notaris
dikenal

terhormat dari jabatannya yang sebagaimana

schinpga dalam  profesi

adanya  pemberhentian  secara
ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, ¢, d dan
hurat e UUJN-P. Pada Pasal 8 UUJN-P,
pembatasan  kewenangan notaris yang telah
berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan

adanya pembatasan tangpung jawab notaris

vang telah  pensiun maupun  yang  telah
meninggal  dunia.  Pasal 65  UUIN-P
menjelaskan  bahwa  Notatis,  Pejabat

Sementara Notaris dan Notaris Pengganti
dimintai pertangpungjawaban terhadap akea

telah  dibuatnya meskipun Protokol

yang
Notaris telah dipindah tangankan kepada
pihak yang ditunjuk atau dibetikan hak untuk
menyimpannya.

Jabatan Notaris akan rerus berlangsung
terus menerus meskipun seorang Notaris telah
pensiun dari jabatannya sebapai Notaris, atau
dengan berhentinya Notaris maka berhent
pula kedudukannya sebagai Notaris. Notaris
sebagai jabatan akan tetap ada dan akta-akta
yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang
sudah pensiun atau meningpal dunia akan
tetap melekat dan diakui dan akan disimpan

oleh Notaris pemegang Protokolnya.’

% Radh Tri Jayanar, “Perlindungan Hukum
Motaris  Dalam  Kair annya Dengan  Akra  Yang
Dibuarnya  Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan

MNegeri  (Sudi Kasus  Pumsan Penpadilan Negeri
Ponrianak  No.  72/Pdig/PaPondoanak)”, Ty,
(Semarang: Program  Swmdi Magister  Kenorariatan

209 Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris...
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Terhadap protokol notaris, tangpung
jawab tetap berada pada notaris pembuar akta
dan
penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian

dan
terdapat

dan  bukan pada notars

penerima

salinan akta oleh notaris penerima

penyimpan  protokol  notaris
perbedaan antara minuta akta dan salinan akea
maka hal tersebut menjadi tangpung jawab
notaris penerima dan penyimpan protokol.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal
65 UUJN-P disebutkan bahwa notaris harus
bertanggung jawab terhadap setiap akra yang
dibuatnya meskipun protokol notanis telah
diserahkan atau dipindahkan kepada notaris
lain. Ketentuan  tersebut  memberikan
pemahaman yang multitafsir karena dalam
klausa pasalnya tdak disebutkan secara tegas
mengenai batas waktu seorang notaris harus
mempertangpungjawabkan akta yang telah
dibuatnya.

Protokol Notaris  walaupun  telah
dipindah tangankan haruslah tetap disimpan,
namun mengingat protokol notaris sebagai
sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam
pengelolaannya terutama terkait jangka waktu
penyimpanan (retensi arsip).’

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris
vang meningpal dunia, berdasarkan Pasal 35
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris maka keluarpanya  wajib
memberitahukan kepada MPD Noraris paling
lambat 7 (tujuh) har kerja. Apabila Notaris
meningpal dunia pada saat menjalankan cuti,
tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris
Penppanti sebagai Pejabat Sementara Notaris
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tangpal Notards meninggal dunia. Pejabat
Sementara Notaris tersebut menyerahkan
protokol Notaris dari Notaris yang meninggal

dunia kepada MPD paling lama 60 (enam

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2000),
Kh

7. Tan Thong Kie, Studi Notariat — Serba Serbi
Prakitet Notan's, (Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 2000),
21
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puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris
meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia,
maka protokol notaris akan diserahkan kepada
notaris  lain  yang akan menggantikannya
sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal
62 huruf a UUJN. Berdasarkan pasal ini
dikatakan bahwa

menerima

notaris lain  yang akan
yang  telah

meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk

protokol  notaris
oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap
N()tarisaneninggal dunia, dilakukan ocleh ahli
warls keluarga sedarah dalam garis lurus
keturunan semenda dua Notaris dan wajib
memberitahukan kepada MPD paling lama 7
(tujuh) hari kerja. Sebagaima berdasarkan
ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2)
UUJN, Penyerahan  protokol
dilakukan paling lama 30 (tiga pulub) hari
dengan pembuatan berita acara penyerahan

tersebut

protokol notaris yang ditandatangani oleh yang
menyerahkan dan yang menetima protokol
notatis sebagaimana berdasarkan  ketentuan
pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Posedur Pengangkatan

Pejabat

Sementara Notaris  dalam  kasus Notaris
meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang
dilakukan tidak

hukum dari  Noraris

wajib agar terjadinya

kekosongan yang
meninggal dunia ke Notaris yang menetima
protokol.Tugas Notaris adalah mengkonstantir
hubungan hukum antara para pihak dalam
bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga
merupakan suatu akta autentik. Ia adalah
pembuat dokumen yang kuat dalam suatu
proses hukum.” Selain itu, tdak dialihkan
sementara  protokol  Notaris dari  Notaris
meninggal dunia kepada pejabat sementara
dapat
berbagai  hal

Notaris menyebabkan  tertundanya

dalam pelaksanaan  proses
pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga
abila minuta akta telah di tanda tanpani oleh

Notaris yang telah meninpgal dunia tersebut.

4 Ibid., 159,
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Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan

kepastian hukum akan pemberian salinan akta

tersebut nantinya.

Dalam UUJN juga diatur bahwa jika
meninggal  dunia

MNotaris pada  saat

menjalankan  cuti, tugas jabatan notaris
dijalankan oleh Notaris Pengpanti  sebagai
Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari
terhitung sejak tanggal Notaris meninggal
dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayar (3)
UUJN. Pejabat  Sementara Notaris  wajib
menyerahkan Protokol Notaris dad Notatis
yang meningpal dunia kepada MPD  paling
lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris
meningpal dunia sebagaimana ketentuan Pasal
35 ayat (4). (6]

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN
ditentukan bahwa Notans dapat mengajukan
pemmohonan cuti secara tertulis disertai usulan
penunjukan notaris pengganti. Berdasarkan
Pasal 34 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa
apabila dalam satu wilayah jabatan hanya
terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah
(MPD) dapat menunjuk notaris penggant
khusus yang berwenang untuk membuat akta
untuk kepentingan pribadi notaris tersebut
atau keluarpanya. Berdasarkan Pasal 35 ayar (1)
dan (2) UUJN, jika notaris meninggal dunia,
suami/istri atau keluarga sedarah dalam paris
wajib
MPD, dan jika

notaris meninggal dunia pada saat menjalankan

lurus  ketumunan  semenda  dua

memberitahukan kepada

cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh
notaris pengganti sebagai pejabat sementara
notaris paling lama 30 hari terhitung sejak
tangpal notaris raninggal dunia. Sesuai dengan
ketentuan ini, maka orang lain yang dapat
mempunyai kewenangan delegasi hanyalah
notatis pengganti, karena kewenangan yang

iberikan kepadanya langsung dari notaris
berdasarkan UUJN dan ditetapkan oleh MPD,
bukan pejabat sementara notaris dan notans
pengganti  khusus.  Hal
kewenangan yang diberikan kepadanya rdak

ini  dikarenakan
secara langsung dari omang yang mempunyai
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wewenang sah atas dasar undanp-undang,
melainkan oleh MPD sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUJN.

Terhadap protokol notaris, tanggung
jawab tetap berada pada notaris pembuat akta
dan bukan pada notaris penerima dan
penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian
salinan akta oleh notaris penerima dan

penyimpan  protokol  notaris  rerdapat
perbedaan antara minuta akta dan salinan akea
maka hal tersebut menjadi rangpgung jawab

notans penerimadan penyimpan protokal.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENERIMA PROTOKOL NOTARIS
G MENINGGAL DUNIA
Tanggung jawab tevbadap Divi Sendivi
Tanggung jawab terhadap din sendiri

menuntut  kesadaran tap orang untuk

dalam
mengembangkan kepribadian sebagai manusia

memenuhi  kewajibannya  sendiri
pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan

masalah-masalah  kemanusiaan ~ mengenai
dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia
adalah mahluk bermoral, tapi juga seorang
pribadi. Karena merupakan seorang pribadi
maka manusia mempunyai pendapat sendiri,
perasaan dan angan-angan sendiri, sebapai
perwujudan dari itu, manusia berbuat dan
bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput
dari kesalahan dan kekeliruan baik disenpaja

maupun tidak disenpaja.

Tanggung jawab tervhadap Maryarakat
Pada hakekatnya manusia tidak dapat

hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai
dengan kedudukannya sebagai mahluk sosial.
Katena membutuhkan manusia lain maka ia
harus berkomunikasi dengan manusia lain
tersebut. Schingpa dengan demikian manusia
disini merupakan angpota masyarakat yang
tentinya mempunyai tanggung jawab sepert
anggota masyarakat yang lain agar dapat
melanpsungkan hidupnya dalam masyarakat
tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku

Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris...
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dan  perbuatannya  harus

dipertanggung

jawabkan kepada masyarakar.

-

Tanggung jawab terbadap Bangra dan Negara

Suatu lagi kenyataan bahwa tap
manusia, tiap individu adalah warpa Negara
suatu Nepara., Dalam berpikir, bertindak,
berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh
norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat
oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat
semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia it
salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada
Negara.

Langgnnyg jawab terbadap Tuban

Tuhan menciptakan manusia di bumi
ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan
mengisi kehidupannya manusia mempunyai
tangpung jawab langsung tangpung jawab.
Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah
Tuhan berarti mereka meninggalkan tangpung
jawab yang seharusnya manusia terhadap
Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk
tanggung

a
memerlukan pengorbanan.

memenuhi jawabnya, manusia

Tanggung jawab Moral

Pada dasarnya moral adalah sistem
nilai (sesuatu yang di junjung tingpl) yang
berupa ajaran (apama) dan paham (ideologi)
sebagai  pedoman untuk bersikap dan
benindak baik yang di wariskan dari penerasi
ke penerasi berikutnya. Adapun tujuan dan
manfaat moral adalah mengarahkan sikap dan
perilaku manusia agar menjadi baik sesuai
dengan ajaran dan paham yang dianutnya dan
manfaatnya adalah menjadi pedoman untuk
bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam
interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk.
Tanpa memiliki akan

m{)ral, scscorang

bertindak menyimpang dari norma dan nilai

! Mahisaajv, mabisaajy.bigggpot coidf 2071/ 03/ jenis-
Jends-tanggung-fawab.btmd, diakses pada 24 Desember 2018,
Pukul 16.30 WIB.
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sosial dimana mereka hidup dan mencari
penghidupan.m

Tanggung jawab kepada Organisasi
Tanggung jawab dalam perspektif

moral merupakan tanggung jawab yang harus
dimiliki  oleh

scharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban

setiap  Notaris.  Notaris
sebaik-baiknya apar tujuan pembuatan akta ini

tercapai  dan  berlaku  sebapai  akra  yang
otentik." Sebapai pejabat umum profesi yang
menjalankan sebapian rtugas kekuasaan nepara
dan kepercayaan masyarakat khususnya di
bidang hukum privat, di samping mempunyai
peranan  penting dalam pembuatan  akta
autentik untuk kekuatan pembuktian paling
sempurna, seorang notaris harus mempunyai
perilaku  batk yang dijamin oleh undang-
undang, sedangkan undang-undang telah
mengamanatkan pada perkumpulan itu untuk
menetapkan dan mengatur tentang kode etik
profesi notaris. Perilaku notaris berlandaskan
pada kode etik profesi notaris untuk mengatur
hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris
dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar
jabatannya.

Berkaitan dengan tanppung jawab
notatis seperti yang disebutkan pada Pasal 65
UUJIN menyatakan bahwa notaris bertanppung
jawab aras setap akra yang dibuatnya,
meskipun protokol notatis telah diserahkan
atau dipindahkan kepadapihak penyimpan
yang

menunjukkan bahwa secara formil notaris

protokol notaris, Ketentuan

bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik
yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat
hukum sehingga akta tersebut kehilangan
serta

otensitasnya

merugikan pihak yang

0 Prawironeporo  Darsono,  Filafar o

Peadidikan, (Jakarta: Nusantara Consuldng, 2000, 247

1 Soegianto, “Tanggung Jawab Pendin dan
Notaris dalam Kaitannyva dengan Penyeroran Modal
untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan®, Teds,
{Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), 51
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betkepentingan maka notads dapat dituntut
untuk ra'xgganti biaya, ganti rugi dan bunga.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65
UUJN terkait dengan pertanpggung jawaban
Notaris terthadap  protokol-protokolnya,
Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab
secara penuh terhadap seluruh protokol yang
dimilikinya tersebut. Pertangpungjawabannya

tidak hanya sebatas telah usainya masa

tanggura'ambn}fa
seumur hidup Notaris.Dari  segi

jabatannya  melainkan
melekat
administratif, pertangpungjawaban Notaris
dalam kaitannya dengan penyimpanan dan
memegang  bentuk fisik setiap akta yanp
dibuatnya yang merupakan protokol Notaris
sudah berakhir bersamaan dengan berakhimya
masa jabatan Notaris yang bersangkutan.”
Dari kedua pendapat tersebut tangpung jawab
Notaris terhadap penyimpanan akta dapat
berakhir

adanya sengketa atau yang kemudian timbul

namun perta nge ngiawaban atas

dari akta yang dibuatnya harus dipertanggung
jawabkan seumur hidup.

Tanggung jawab notaris terjadi dalam
hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan
kewajiban yang dibebankan kepada notaris
berdasar oleh

hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena

wewenang  yang  diberkan
adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam
melaksanakan tupas jabatannya, sehinppa dari
kesalahan rersebut timbul kerugian bagi pihak
yang meminta jasa pelayanan  notaris.
Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai
pejabat umum yang diberi kewenangan dalam
pembuatan akta otentik, maka ia harus

dan

pe langgaran arau PEI'I.T.IITJ.P angan persya ratan

bertanggungjawab apabila  terjadi
pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan
membawa akibat terhadap tdak sahnya akta
yang dibuat oleh notaris tersebut.

Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa
Notaris yang akan menerima protokol Notaris

yang telah meningpal dunia adalah Notaris

12 Habib Adjie, Hwbww Notaric DNV Indonesia,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, 5
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vang ditunjuk oleh Majelis Penpawas Daerah
(MPD).
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari

Penyerahan  protokol  tersebut
denpgan pembuatan berita acara penyerahan
protokol Notaris yang ditandatangani oleh
yang menyerahkan dan yang menerima
protokol Notaris (Pasal 63 ayart (1) UUJN).
Dalam menjalankan jabatannya, notaris
berkewajiban salah satunya adalah membuat

dan

menyimpannya sebagai bagian dari protokol

akta dalam bentuk minuta  akta
notatis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris,
dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan
bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta
akta sebagian bapian dari protokol Notaris,
dimaksudkan untuk menjaga keontetikan suatu
akta dengan menyimpan akta dalam bentuk
aslinya, schinppa apabila ada pemalsuan atau
penyalahgunaan 2rosse, salinan, atau
kutipannya dapat segera diketahui dengan
mudah dengan mencocokkannya dengan
aslinya. Namun, ketentuan undang-undang
Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana
cara penyimpanannya.

Notaris yang meninggal dunia dan atau
notatis yang diberhentikan dengan retap, rdak
perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena
Notaris  yang  meninggal dunia  dan
diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai
kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang
disandangnya telah berhent dan sudah ddak
akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat
umum Notaris. UUJN hanya mengatur dan
menjelaskan bagaimana standar dan prosedur
penyimpanan minuta akta tersebut namun
tidak mengatur tentang tempat penyimpanan

minuta akta.

KESIMPULAN
Kedudukan
penerima  protokol terhadap Notaris  yang

Hukum  bagi Notaris

meninggal dunia, Notaris cuti maupun notaris
vang purna bakt tdak membebaskan notaris

dari tangpung jawabnya terhadap akta yang
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telah dibuatnya. Notaris penerima protokol
hanya menerma dan menyimpan protokol
protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi
akta-akta

permasalahan  terhadap tersebur,

maka yang bertangglmg jawab tetap notaris

yang bersangkutan dan bukan notaris
penerima protokol.

Notaris  penerima  protokol  bukan
pembuat  akta, tangpung jawabnya hanya

sebatas administratif dengan mempergunakan
dan  Majelis

Pengawas Notaris yang menentukan tempat

hak dan kewajiban ingkar
penyimpanan protokol notaris yang pada saat
serah terima protokol notaris telah ba.lmur 25
tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban
untuk menjelaskan apa adanya akta yang
dipegang atau disimpannya. Oleh karena itu
dikenal beberapa tanggung jawab diantaranya,
tangpung jawab terhadap diri sendiri, tanggung
jawab terhadap masyarakat, tangpung jawab
kepada bangsa / Nepara, tanggung jawab
terhadap Tuhan, tanppung Jawab Moral, dan
tanggung jawab kepada organisasi. Uuntuk
menjaga martabat lembaga notaris sebagai
lembaga kepercayaan, karena karena
kepercayaan masyarakat dapat turun apabila
notaris tersebut melakukan pelangparan akan
beranggung jawab secara perdata, pidana dan
administrasi.

Bagi pemegang protokol notaris dapat
menjalankan kewajibannya sebagaimana yang
telah diatur. Dimana pemegang protokol
hendaknya menjaga dan merawat minuta akta
dari protokol notaris yang dipegangnya karena
protokol notaris tersebur telah diamanahkan
dan telah beralih tanggung jawab untuk
memelihara dan menjaganya.

Semestinya ada aturan yang mengatur
secara tertulis lebih lanjut mengenai pemberi
protokol notaris terhadap peralihan protokol
yang dibuatnya semasa bertugas kepada
pemegang protokol ketika terjadi kehilangan

atau pun kerusakan dikemudian hari ditangan
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pemegang protokol notaris. Hal ini agar

hukum

pemheﬁ protokol notaris dikarenakan setelah

memberikan  perlindungan bagi
beralih maka pemberi tidak dapat bertanggung
jawab untuk kondisi apapun yang terjadi pada
protokol notarisnya.

Sama halnya pemberi protokol, maka
juga
khusus dan

bagi penefima protokol hendaknya

diberikan  peraturan tertulis
mengenai kewajiban dan tangpung jawabnya
sebagal penerima protokol. Hal ini agar
lebih

berrangpung jawab lagi pada amanah yang

penerima dapat memiliki

rasa
diberikan. Sechingga ketika tefjadi keadaan
dimana protokol yang dipegangnya hilang atau
rusak  maka  penerima  protokol  rtau

langkahlangkah apa yang harus dilakukan

untuk menyelesaikan permasalahan.
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